
Daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara;

b. bahwa penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan
persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor

061/6559/0TDA serta surat Gubernur Sumatera Selatan

Nomor061/0528/VII/2022;
c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah
tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu

diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara;

penyederhanaan

BUPATIMUSIRAWASUTARA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSISERTATATAKERJA
BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH·

KABUPATENMUSIRAWASUTARA

TENTANG

PERATURANBUPATIMUSIRAWASUTARA
NOMOR 1$ TAHUN2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

kebijakan

Pemerintah

pelaksanaan

dilingkungan

rangka

birokrasi

dalama. bahwaMenimbang
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

,Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

.Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

~JLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

tentang

Republik

23 Tahun 2014

(Lembaran NegaraPemerintahan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5429);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor

Mengingat

r
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187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam

Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang

Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan birokrasi;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan
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BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

4. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

urusan perencanaan daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

7. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDAKabupaten Musi Rawas Utara.

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada BAPPEDA.

9. Bidang adalah Bidang pada BAPPEDA.

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan BAPPEDA.

11. Sub Bidang adalah Sub Bidang di lingkungan BAPPEDA.

12. Unit Pe1aksanaan Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah

Unit Pelaksanaan Teknis Badan BAPPEDA.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompokjabatan fungsional tertentu

di lingkungan BAPPEDA.

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG

SUSUNANORGANISASI,URAIANTUGASDANFUNGSI SERTA

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAHKABUPATENMUSI RAWASUTARA.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun 2019 Nomor 1);
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BABIII

ORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan Organisasi BAPPEDAterdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perencanaan;dan

2. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Program, Sarana dan Prasarana;

2. Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi;dan

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan.

d. Ke1ompokJabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh

Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif

dikoordinasikan oleh Sekretaris.

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABII

KEDUDUKAN

Pasal2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan daerah merupakan unsur penunjang

urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
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Pasal5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

BAPPEDAmempunyai fungsi :

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di

daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi,

informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggaran serta penelitian dan pengembangan

lingkup pemerintahan kabupaten;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, hasil rencana

pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, pelaporan atas

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

1. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pelaksanaan

pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai

bahan dokumentasi;

Bagian Kesatu

BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH

Pasal4

BAPPEDAmempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten.

BABN

TUGASDANFUNGSI
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Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program

kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan,

rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol;

e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program

kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal6

(1) Sekretariat adalah unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan

me1aksanakan urusan kesekretariatan yang me1iputi manajemen

sumberdaya aparatur, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan,

manajemen kinerja, pengendalian intern, serta urusan umum lainnya

untuk menunjang tugas pokok.

1. pelaksanaan, penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan

m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan

program dan kegiatan pembangunan daerah;

n. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

o. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, pengawasan intern; dan

p. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan

pengembangan sesuai dengan petunjuk Bupati.
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Pasal8

1. Sub BagianUmumKepegawaiandan Perencanaan,mempunyaitugas:

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai
kebutuhan sebagaidasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi
kepegawaianberdasarkan pedomanuntuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk
optimalisasipelaksanaan tugas unit;

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk
kelancaran tugas unit;

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk
pelaksanaanjpetunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan
nominatifuntuk tertibnya administrasi kepegawaian;

g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan
Perencanaan PembangunanDaerah;

h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja
Badan Perencanaan PembangunanDaerah;

1. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan
pembangunan daerah di Badan Perencanaan PembangunanDaerah;

J. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja programjkegiatan Badan
Perencanaan PembangunanDaerah;

k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan

maupun tertulis untuk memperolehpetunjuk lebih lanjut;
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian

melalui rapatj pertemuan untuk penyatuan pendapat;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan
evaluasi;dan

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk
kelancaran tugas kedinasan.

2. Sub BagianKeuangan,mempunyaitugas sebagaiberikut:
a. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif

untuk menjadiDokumenPenggunaAnggaran;
b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan

juklakj juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;

c. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan
maupun tertulis memperolehpetunjuk lebih Ianjut;
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Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang
Program,Sarana dan Prasarana mempunyaifungsi :
a. melakukan analisasi dan pengkajian perencanaan dan pendanaan

pembangunan daerah;
b. melakukan analisa dan pengkajiankewilayahan;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasipembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di

daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi

pembangunan daerah;
f. mengkoordinasi dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan

perencanaan dan penganggarandi daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan

daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil

rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalianmelalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut

penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sesuai dengan kebijakanpembangunan daerah;

Bagian Ketiga

BIDANG PROGRAM, SARANA DAN PRASARANA

Pasal9

BidangProgram,Sarana dan Prasarana mempunyaitugas pokokmerumuskan
kebijakan, mengkoordinasikan,membina dan mengendalikankegiatan bidang

Program, Sarana dan Prasarana serta melaksanakan sebagian tugas pokok
Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina
dan mengendalikankegiatanpembangunanDaerah.

d. mengoordinasikan pelaksanaan dengan para kepala sub bagian melalui

pertemuan / rapat untuk menyatukan pendapat;

e. melaksanakan fungsi pejabat penata keuangan satuan kerja perangkat

daerah;

f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat

daerah;~

g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.
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provmsi;
t. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

Kementeriarr/Lembaga di provinsidan kabupaten/kota;
u. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional;
v. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah;
w. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah provinsi;
x. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat

daerah (BAPPEDA)kabupatenj'kota;
y. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui

rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat;
z. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan

evaluasi; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

kelancaran tugas kedinasan.

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

J. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerah;

1. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan
programdan kegiatan pembangunan daerah;

m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

n. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah {RencanaJangka Panjang Daerah (RPJPD),Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)};

o. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan
Rencana KerjaPerangkat Daerah;

p. mengkoordinasikanpelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMDdan RKPD);
q. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan

RakyatDaerah (DPRD)terkait RPJPD,RPJMDdan RKPD;

r. mengoordinasikanpelaksanaan kesepakatan dengan DPRDterkait APBD;
s. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
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melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat;
k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai

bahan evaluasi; dan
1. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk

. kelancaran tugas kedinasan.

pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang

Pasal12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang

Sosial Budaya dan ekonomi mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan

Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

provmsi;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Kementeriarr/Lembagadi provinsidan kabupaten;

h. mengkoordinasikandukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas

nasional;
i. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar

daerah;

J. mengkoordinasikan

Bagian Keempat

BIDANGSOSIAL,BUDAYADANEKONOMI

Pasal 11

Bidang Sosial, Budaya dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kepala Badan dalam menganalisa, merumuskan dan

menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang sosial, budaya dan ekonomi

serta melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam merumuskan

kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang

pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha serta penanaman

modal.
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Pasal14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang
Penelitiandan Pengembanganmempunyaifungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembanganpemerintahan
kabupaten;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembanganpemerintahan kabupaten;

c. pelaksanaan penelitiandan pengembangandi pemerintahan kabupaten;

d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
kabupaten;

e. fasilitasidan pelaksanaan inovasidaerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan

pengembangandi kabupaten;
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

lingkuppemerintahan kabupaten;
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah

kabupaten; dan
1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehpimpinan.
J. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan

untuk perencanaan pembangunan daerah;
k. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data

untuk mengetahui perkembanganpembangunan;
1. menyajikandan mengamankan data informasipembangunan daerah;
m. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan data, informasi,

permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis
yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, pengelolaan data
pembangunan dan statistik dasar perencanaan pembangunan daerah;

Bagian Kelima

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal13
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyiapkan bahan untuk

perumusan kebijakan dan penyusunan rencana bidang penelitian dan
pengembangan.

kelancaran tugas kedinasan.

tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk1. melaksanakan
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BagianKeenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh
seorang Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada KepalaBidangpada masing-masingpengelompokanuraian fungsi

(3) Sub-Koordinatorsebagaimanadimaksud pada ayat (2)melaksanakan tugas
membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompokjabatan fungsional pada rnasing-masingpengelompokanuraian

fungsi.
(4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaianatas usulan pejabat yang

berwenang.
(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan

KeputusanBupati.

o. menyelenggarakan kerjasama dan jejaring dalam rangka penelitian dan

pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

p. memberikan fasilitasi rekomendasi/ ijm penelitian sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Q. w~.nY1!§_lJnr~I}~_~~k90rgiIlas~.p..«;1~~im.~~oeng~tPb~gp;lAan.}josWi8~'ii

penelitian;

r. melakukanmonitoringdan evaluasi tentang penelitiandan pengembangan;
dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikanpimpinan sesuai bidang tugas.
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BAB VII

KETENTUANPENUTUP
Pasal20

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :
a. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016
Nomor 67}1( sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang

BABVI

KETENTUANPERALIHAN
Pasal19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan
disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap me1aksanakan tugasnya

sampai dengan dilakukannya pelantikan Jabatan Fungionaldan ditetapkannya
Sub-Koordinatorberdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Pasal18
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk­
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikanlaporan secara berjenjang,

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­
masing. Mengkoordinasikanbawahannya dan memberikan bimbingan serta

petunjuk-petunjuk bagi melaksanakan tugas bawahannya bila terjadi
penyimpangan akan mengambi1langkah-langkah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal17

Dalamme1aksanakantugasnya KepalaBadan dan pimpinan satuan organisasi
serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar intansi.

BABV

TATAKERJA

Pasal16
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BERITADAERAHKABUPATENMUSIRAWASUTARATAHUN2022 NOMOR

upit
2022

Diundangkan di Muar
pada tanggal"" ,

Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang·undangan

Pasal21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal Pt ......n 2022

~ BUPATIMUS! RAWASUTARAi

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Tahun 2019 Nomor 102; dan

b. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang

tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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